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ABSTRAK 

 

Skripsi ini berjudul “Upaya Pemberdayaan Perempuan melalui Program Inklusi 

Sosial oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya”. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya dalam melaksanakan program inklusi sosial yang 

berfokus pada pemberdayaan perempuan, dan tantangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program inklusi sosial di Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, 

seperti pelatihan keterampilan seperti merajut, menganyam, dan melukis inai. 

Program ini dapat menambah manfaat bagi peserta perempuan, berupa peningkatan 

keterampilan, kepercayaan diri, kemandirian ekonomi, dan perluasan jejaring 

sosial. Walaupun demikian dalam pelaksanaan program masih menghadapi 

sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas pendukung, 

serta rendahnya literasi digital sebagian peserta. Kegiatan ini terjalin berkat 

Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti PKK, serta pelaku UMKM lokal. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa program inklusi sosial yang dijalankan 

perpustakaan mampu berperan sebagai sarana pemberdayaan perempuan di Pidie 

Jaya. Agar program berjalan lebih optimal, diperlukan penambahan fasilitas, 

peningkatan kapasitas pustakawan pendamping, serta kerja sama lintas sektor 

sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya No. 22 Tahun 2024 tentang sinergi 

program pemberdayaan masyarakat. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan Perempuan, Inklusi Sosial, Perpustakaan, Pidie Jaya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Upaya pemberdayaan perempuan masih menjadi isu penting dalam berbagai 

aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Banyak perempuan belum 

memperoleh akses yang memadai terhadap pendidikan, informasi, dan 

keterampilan untuk berkembang. Akibatnya, mereka kurang percaya diri, tidak 

mandiri secara ekonomi, dan terbatas dalam partisipasi sosial. Padahal, perempuan 

memiliki peran besar dalam pembangunan, baik di lingkungan keluarga maupun 

masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan menjadi langkah strategis 

untuk menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan. Upaya ini perlu 

dilakukan secara berkelanjutan, termasuk melalui lembaga seperti perpustakaan 

yang kini berkembang menjadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemberdayaan perempuan merupakan proses multidimensional yang 

bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perempuan agar mereka 

memiliki kekuatan, kendali, dan pengaruh dalam pengambilan keputusan atas 

kehidupannya sendiri, baik di ranah domestik maupun publik. Menurut Prijono dan 

Pranarka, pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan keberdayaan atau 

kemampuan individu atau kelompok agar dapat mandiri dan menentukan arah 

hidupnya sendiri secara sadar dan aktif.1 Retno dan Rohmiyati menyebutkan 

peningkatan pemberdayaan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna 

memperbaiki kualitas hidup sumber daya manusia (SDM) dengan cara membuat 

mereka berdaya, memiliki semangat bekerja untuk memerangi kekurangan dan 

 
1Prijono, O.S, dkk, “Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi”, Jakarta: CSIS 

Press, 1996,hlm.55. 
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keterbelakangan masyarakat dengan harapan membangun diri mereka sendiri untuk 

lebih maju dan sejahtera.2 Dalam konteks perempuan, pemberdayaan menjadi 

proses untuk membebaskan perempuan dari belenggu ketertinggalan sosial, 

ekonomi, budaya, dan politik akibat sistem patriarki yang telah mengakar dalam 

Masyarakat.3 

United Nations Development Programme mendefinisikan pemberdayaan 

perempuan sebagai upaya untuk memberikan akses dan kontrol atas sumber daya 

serta meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, 

baik dalam keluarga, masyarakat, hingga negara.4 Pemberdayaan perempuan 

merupakan bagian integral dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable 

Development Goals/SDGs). Tujuan ke-5 secara khusus menargetkan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan seluruh perempuan dan anak perempuan.5 Hal ini 

menunjukkan bahwa isu pemberdayaan perempuan sangat penting di bahas, 

pemberdayaan Perempuan bukan sekadar meningkatkan keterampilan teknis, tetapi 

juga mencakup peningkatan kesadaran kritis, transformasi sosial, dan keberdayaan 

struktural. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan 

dan bentuk kegiatan yang terintegrasi. Salah satu bentuk utamanya adalah 

pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui pendidikan, perempuan 

memperoleh akses terhadap informasi, teknologi, dan nilai-nilai baru yang 

mendorong mereka untuk lebih percaya diri dalam berpartisipasi dalam kehidupan 

 
2Sitaresmi Suryani Retno, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan: Studi 

Kasus Di Rumah Pintar ‘Sasana Ngudi Kawruh’ Kelurahan Bandarharjo-Semarang", Jurnal Ilmu 

Perpustakaan, Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 157–66 
3Rohmah, Nur, “Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Gender.” Jurnal Studi Gender 

Al-Azhar Indonesia, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm.55–67 
4UNDP, “Human Development Report”. New York: Oxford University Press, 1995. 
5 UN Women, Sustainable Development Goal 5: Achieve gender equality and empower all 

women and girls, diakses 13 Agustus 2025. 
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sosial dan ekonomi. Pendidikan literasi dasar, literasi digital, pelatihan 

kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan rumah tangga merupakan bagian 

penting dari proses pemberdayaan ini.6 

Selain itu, pemberdayaan ekonomi juga menjadi bentuk dominan dalam 

meningkatkan kemandirian perempuan. Perempuan yang memiliki akses terhadap 

pelatihan kewirausahaan, bantuan modal usaha, dan pelatihan manajemen 

keuangan berpeluang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan keluarga. 

Program-program seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), koperasi 

perempuan, dan pelatihan UMKM telah terbukti efektif dalam mendukung 

perempuan menjadi pelaku ekonomi yang tangguh.7 

Pemberdayaan perempuan memiliki dampak besar terhadap kemajuan 

sosial dan pembangunan berkelanjutan. Data dari UN Women menunjukkan bahwa 

perempuan yang berdaya cenderung lebih aktif dalam mendukung pendidikan anak, 

mengelola keuangan keluarga secara sehat, serta berkontribusi dalam pembangunan 

komunitas. Di sisi lain, pemberdayaan perempuan juga berkorelasi langsung 

dengan penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan sosial.8 

Menurut laporan World Bank, jika perempuan memperoleh akses yang 

setara terhadap sumber daya ekonomi, maka Produk Domestik Bruto (PDB) global 

dapat meningkat hingga 26 persen pada tahun 2025.9 Hal ini menunjukkan bahwa 

pemberdayaan perempuan bukan hanya soal keadilan sosial, melainkan juga 

 
6Safira, F, “Peran Perpustakaan dalam Pemberdayaan Perempuan.” Jurnal 

Kepustakawanan dan Masyarakat Membaca, Vol. 35, No. 1, 2019, hlm. 23–32 
7Ramadani, “Upaya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam 

Pemberdayaan Perempuan.” E-Journal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8, No.3, 2020, hlm. 677–690 
8UN Women, Progress of the World’s Women 2015–2016: Transforming Economies, 2015 
9World Bank, Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity. Washington, DC, 

2013 
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tentang efisiensi ekonomi dan keberlanjutan pembangunan. Pemberdayaan 

perempuan juga terbukti mampu menurunkan angka kekerasan berbasis gender, 

memperkuat kohesi sosial, serta meningkatkan kualitas demokrasi. Dalam konteks 

pembangunan daerah, perempuan yang diberdayakan mampu menjadi agen 

perubahan yang efektif dalam menyebarkan nilai-nilai toleransi, solidaritas, dan 

pemberdayaan keluarga.10 

Namun pada kenyataannya, kesenjangan gender masih terjadi dalam akses 

pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan layanan publik, terutama di wilayah 

pedesaan.11 Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pembelajaran sepanjang 

hayat berperan penting dalam menunjang upaya pemberdayaan perempuan. Dalam 

kerangka perpustakaan berbasis inklusi Sosial yang diinisiasi oleh Perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia (Perpusnas), perpustakaan diharapkan menjadi ruang 

aman dan inklusif yang menyediakan akses informasi, pelatihan keterampilan, serta 

ruang ekspresi bagi kelompok marginal termasuk perempuan.12 

Program inklusi sosial menjadikan perpustakaan sebagai agen perubahan 

yang mampu membangun kemandirian masyarakat melalui tiga pendekatan 

utama,yaitu peningkatan layanan berbasis teknologi informasi, pelibatan 

masyarakat secara aktif dalam program-program perpustakaan, dan kolaborasi antar 

lembaga. Dalam konteks pemberdayaan perempuan, perpustakaan berfungsi 

 
10Retno, S.S, dkk. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Perpustakaan.” Jurnal Ilmu 

Perpustakaan, Vol. 4, No.2, 2015, hlm. 157–166 
11United Nations, Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development, 2015. 
12Perpustakaan Nasional RI, Pedoman Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. 

Jakarta: Perpusnas, 2020, hlm. 5. 
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sebagai pusat pelatihan keterampilan, literasi digital, literasi keuangan, serta 

penguatan usaha mikro perempuan.13 

Secara teoritis inklusi sosial adalah proses yang memberikan daya pada 

individu atau kelompok tertentu untuk ikut berpartisipsi dalam kehidupan sosial 

baik secara menyeluruh ataupun sebagian.14 Perpustakaan yang melayani 

masyarakat pada umumnya harus menyediakan fasilitas, koleksi, dan layanan yang 

membantu setiap lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, dewasa, lanjut usia, 

pelajar, dan individu berkebutuhan khusus dan yang belum menemukan pekerjaan 

tanpa meninggalkan sekelompok masyarakat tersebut. Dalam hal ini yang menjadi 

acuan untuk perpustakaan bertransformasi menjadi perpustakan berbasis inklusi 

sosial.15 

Konsep inklusi sosial ini membangun masyarakat agar semakin terbuka 

dengan masyarakat lainnya oleh karena itu, konsep inklusi sosial ini perlu 

dipromosikan dengan baik mulai dari akademisi maupun praktisi untuk saling 

membantu dalam memberdayakan masyarakat. Ketika semua masyarakat sudah 

saling bahu membahu dalam memberdayakan satu sama lain maka akan terciptanya 

suasana di mana masyarakat yang saling menyukai, mengayomi, dan percaya 

sehingga dapat mudah untuk mencapai tujuannya. Konsep inklusi sosial, pada 

hakikatnya adalah upaya untuk membuat seluruh lapisan masyarakat terbuka.16 

 
13Haryanti, W.T, “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.” Talenta Conference Series, Vol. 

2, No. 2, 2019, hlm. 114–120 
14Woro Titi Haryanti, “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” Talenta Conference Series: 

Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 114 

https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728. 
15Siti Nurul Kamidah and Darisy Syafaah, “Pengembangan Keterampilan Masyarakat 

Melalui Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Perpusdes Lentera Desa 

Buluagung Karangan Trenggalek,” Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi, Vol. 7, No. 2, 2022, 

hlm. 220–37. 
16World Bank, “Inclusion Matters: The Foundation for Shared Prosperity”, Vol. 4, No. 1, 

2013,hlm.3-7. 

https://doi.org/10.32734/lwsa.v2i2.728.
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Dengan demikian, Inklusi sosial merupakan proses peningkatan martabat 

dan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya perempuan sehingga 

mereka dapat berpartisipasi atau mengambil peran dalam masyarakat dengan baik 

Pada saat ini model transformasi yang banyak dilakukan dan dikembangkan 

di berbagai perpustakaan ialah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, 

yaitu dengan memanfaatkan program penguatan literasi sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan masyarakat.17 Program 

transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi bentuk dukungan 

perpustakaan dalam mewujudkan program pembangunan berkelanjutan dan 

pemberdayaan perempuan atau Sustainable Development Goals (SDG’S). 

Sebagaimana disebutkan dalam keputusan kepala perpustakaan Nasional RI No. 92 

Tahun 2017 tentang rencana strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2015- 2019.18 

Perpustakaan berbasis inklusi sosial Sebagai wujud nyata perpustakaan 

sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Transformasi ini mengubah 

perpustakaan menjadi lebih dari sekadar pusat informasi. Perpustakaan berperan 

sebagai pusat sosial dan budaya yang memberdayakan masyarakat serta 

mendukung demokratisasi komunitas lokal, dengan tujuan akhir untuk 

meningkatkan taraf hidup Masyarakat.19 

Perpustakaan umum berbasis inklusi sosial menekankan pendekatan 

layanan publik dengan menyajikan beragam koleksi dan meningkatkan tingkat 

 
17Rachman, R. A, dkk, “Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi 

Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca 

Malang”. In Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran, 2020, hlm. 907–918. 
18(Transformasi et al., 2022) 
19Woro Titi Haryanti, Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA), 

2019 
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literasi informasi dan teknologi. Perpustakaan berperan memfasilitasi masyarakat 

untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.20 

Program inklusi sosial di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik 

di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional 

Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk teknis Transformasi Perpustakaan Berbasis 

Inklusi Sosial, yang menegaskan bahwa perpustakaan harus bertransformasi 

menjadi ruang belajar masyarakat, pusat kegiatan sosial, serta sarana pemberdayaan 

ekonomi.21 Regulasi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perpustakaan, khususnya Pasal 4, yang menyatakan bahwa perpustakaan 

bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka secara adil tanpa diskriminasi 

untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.22 

Selain itu, di tingkat lokal, Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 

2024 juga menjadi acuan penting karena mengatur tentang sinergi antarinstansi 

dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat berbasis inklusi sosial. 

Regulasi ini menekankan bahwa kerja sama lintas sektor, termasuk pemerintah 

desa, PKK, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal, harus diperkuat agar 

program perpustakaan dapat menjangkau kelompok yang membutuhkan, terutama 

perempuan dan masyarakat marginal. Dengan adanya regulasi tersebut, 

pelaksanaan program inklusi sosial di perpustakaan daerah, termasuk di Kabupaten 

 
20Mhd Ardi Wiranda, dkk, “Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis inklusi sosial”. 
21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, 

Lembaran Negara RI Tahun 2007 No. 129. 
22 Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis 

Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Jakarta: Perpusnas, 2021. 
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Pidie Jaya, memiliki legitimasi formal sekaligus arah kebijakan yang jelas untuk 

mendukung pemberdayaan masyarakat.23 

Pemberdayaan perempuan melalui program inklusi sosial di Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya didasarkan pada kenyataan 

bahwa perempuan masih menjadi kelompok yang rentan dan termarjinalkan dalam 

banyak aspek kehidupan, terutama di daerah pedesaan. Karena jumlah penduduk 

perempuan di Kabupaten Pidie Jaya sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-laki, 

perempuan cenderung memiliki keterbatasan dalam hal akses terhadap pendidikan, 

keterampilan, teknologi informasi, dan kesempatan ekonomi yang memadai.24 Data 

BPS Aceh tahun 2023 mencatat bahwa Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Pidie 

Jaya mencapai angka tertinggi di provinsi, yaitu 0,786, Sementara itu, Indeks 

Ketimpangan Gender (IKG) terendah di Aceh pada tahun 2023 tercatat di Kota 

Subulussalam, yaitu sebesar 0,478.25  Banyak perempuan bekerja di sektor informal 

tanpa pelatihan atau dukungan yang memadai, sehingga sulit mandiri secara 

ekonomi.26 Disisi lain potensi yang dimiliki sebenarnya cukup besar untuk 

mendorong kemajuan perempuan, baik dari segi sumber daya alam maupun potensi 

sosial-budaya. Kabupaten Pidie Jaya memiliki sektor pertanian, perikanan, dan 

usaha mikro yang berkembang, yang jika diintegrasikan dengan program pelatihan 

dan pendampingan yang tepat dapat menjadi sumber penghasilan berkelanjutan 

 
23Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 22 Tahun 2024 tentang Sinergi Antarinstansi dalam 

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Inklusi Sosial.  
24Badan Pusat Statistik Kabupaten Pidie Jaya, Pidie Jaya Dalam Angka 2024. Meureudu: 

BPS 2024 
25AJNN, Pidie Jaya Wilayah Ketimpangan Gender Tertinggi di Aceh. 2023. 

Diakses dari: https://www.ajnn.net/news/pidie-jaya-wilayah-ketimpangan-gender-

tertinggi-di-aceh 
26Nayatillah, Descriptive Analysis of the Implementation of Gender Responsive Policies for 

Poverty Alleviation in Aceh. ResearchGate. 2025. 

Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/390230572 

https://www.ajnn.net/news/pidie-jaya-wilayah-ketimpangan-gender-tertinggi-di-aceh
https://www.ajnn.net/news/pidie-jaya-wilayah-ketimpangan-gender-tertinggi-di-aceh
https://www.researchgate.net/publication/390230572
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bagi perempuan. Keterbatasan ini menjadikan perempuan lebih rentan terhadap 

kemiskinan, ketergantungan ekonomi, serta minimnya keterlibatan dalam 

pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat. 

Perempuan di daerah ini, khususnya yang berasal dari latar belakang 

ekonomi lemah dan pendidikan rendah, memerlukan akses yang setara terhadap 

sumber daya informasi, pelatihan, serta fasilitas yang mendukung pengembangan 

diri. Oleh karena itu, peran aktif perpustakaan dalam menciptakan program-

program berbasis kebutuhan lokal menjadi penting untuk menjawab tantangan 

kesenjangan gender dan ketidaksetaraan sosial. 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya telah menjalankan 

program inklusi sosial yang dirancang untuk menjadikan perpustakaan sebagai 

pusat kegiatan masyarakat. Program ini terbukti membuka akses bagi perempuan 

untuk memperoleh pelatihan keterampilan, literasi digital, literasi keuangan, serta 

pengembangan usaha kecil berbasis rumah tangga.  

Dengan demikian, keberadaan perpustakaan sebagai pusat layanan 

informasi dan pembelajaran sepanjang hayat memiliki peranan yang sangat penting 

dalam menciptakan ruang inklusif yang mampu menjangkau kelompok rentan, 

termasuk perempuan. Di Kabupaten Pidie Jaya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

telah berupaya mengimplementasikan program inklusi sosial melalui berbagai 

kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha mikro, hingga edukasi 

literasi digital yang secara langsung menyasar kaum perempuan. 

Namun, sejauh ini belum banyak penelitian yang mengkaji secara 

mendalam bagaimana perpustakaan yang berbasis Inklusi sosial ini sebagai institusi 

publik khusunya kabupaten Pidie Jaya mampu berperan dalam meningkatkan 
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pemberdayaan perempuan secara nyata. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi 

relevan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut dan memberikan kontribusi 

ilmiah terhadap pengembangan kebijakan berbasis inklusi sosial di sektor 

perpustakaan daerah. 

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk menelusuri lebih jauh 

bagaimana Upaya implementasi program inklusi sosial oleh Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, bagaimana Upaya ini dapat berkontribusi 

nyata dalam proses pemberdayaan perempuan, serta kendala apa saja yang dihadapi 

perpustakaan untuk memberdayakan Perempuan melalui program inklusi sosial.  

Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji lebih lanjut mengenai Upaya Pemberdayaan Perempuan Melalui 

Program Inklusi Sosial Oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten 

Pidie Jaya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja program inklusi sosial yang dilaksanakan oleh Dinas 

Perpustakaan dan Kearsipan Pidie jaya dalam mengoptimalkan 

pemberdayaan perempuan melalui program inklusi sosial? 

2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program  

pemberdayaan perempuan tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan upaya pemberdayaan perempuan melalui program 

inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya. 

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam implementasi program 

pemberdayaan perempuan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menambah literatur ilmiah di bidang ilmu perpustakaan terkait peran 

perpustakaan dalam pemberdayaan perempuan melalui program inklusi 

sosial. 

b. Menjadi referensi bagi penelitian lanjutan tentang strategi perpustakaan 

dalam meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi 

dan sosial berbasis literasi. 

c. Memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perpustakaan 

dapat menjadi agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan 

perempuan melalui akses informasi dan keterampilan. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Dinas Perpustakaan Pidie Jaya sebagai bahan evaluasi terhadap  

program inklusi sosial. 

b. Bagi peneliti, hasil penelitian ini untuk memperdalam pemahaman dan 

pengalaman dalam menganalisis implementasi kebijakan Upaya 

Pemberdayaan Perempuan melalui Program Inklusi Sosial serta 

kontribusinya terhadap pengembangan ilmu perpustakaan. 

 

E. Penjelasan Istilah 

1. Upaya pemberdayaan Perempuan 

Secara umum, istilah upaya adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar, 

terencana, dan terarah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai “usaha” atau “ikhtiar” yang 
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ditujukan untuk mencapai keberhasilan dalam menghadapi suatu permasalahan atau 

keadaan tertentu.27 Istilah ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan "effort", 

"attempt", atau "endeavor", yang artinya “usaha”, “Upaya”, atau “ikhtiar”. Yang 

merujuk pada segala bentuk tindakan yang memerlukan energi, pemikiran, dan 

ketekunan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.28 Dalam konteks sosial, istilah 

ini digunakan untuk menggambarkan berbagai langkah sistematis dan strategis 

yang dilakukan oleh lembaga atau individu untuk meningkatkan kesejahteraan 

kelompok sasaran tertentu. 

Istilah pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan 

atau kemampuan, dan imbuhan "pem–an" yang menjadikannya sebagai proses. 

Dalam KBBI, pemberdayaan berarti proses, cara, atau perbuatan menjadikan 

seseorang atau kelompok memiliki daya atau kemampuan.29 Prijono dan Pranarka, 

mendefinisikan pemberdayaan adalah suatu proses untuk meningkatkan 

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat agar mereka mampu berpartisipasi 

dalam pembangunan dan mampu mengontrol kehidupan mereka sendiri.30 

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin wanita yang memiliki potensi 

serta peran yang luas dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam 

konteks sosiokultural, perempuan sering kali mengalami marginalisasi akibat 

dominasi sistem patriarki. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 

tentang pengesahan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

 
27Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

Jakarta: Kemendikbud, 2016. 
28Babla Dictionary. "Upaya" Translation. 2024. 

https://en.bab.la/dictionary/indonesian-english/upaya 
29Moser, C, Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training. London: 

Routledge, 1993,hlm.74-78. 
30Prijono, O.S, dkk, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS, 

1996,hlm.59-61. 
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Against Women (CEDAW) menyatakan bahwa perempuan adalah individu yang 

berhak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.31 

Perempuan memegang peran penting sebagai pendidik utama dalam 

keluarga, pelaku ekonomi mikro, dan penjaga nilai budaya. Namun demikian, 

dalam realitas sosial di berbagai daerah, perempuan masih sering terpinggirkan 

dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan kepemimpinan.  

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses yang memungkinkan 

perempuan untuk memperoleh akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat dalam 

berbagai bidang kehidupan secara setara dengan laki-laki. Menurut UN Women, 

pemberdayaan perempuan mencakup peningkatan kapasitas individu dan kolektif 

perempuan untuk mengambil keputusan, mengakses sumber daya, serta 

membangun kehidupan yang lebih baik.32 Menurut Azis Muslim, pemberdayaan 

perempuan merupakan proses yang sistematik dan terencana untuk memberikan 

ruang kepada perempuan dalam berperan aktif dalam pembangunan melalui 

peningkatan keterampilan, wawasan, dan posisi sosial.33 Hopson dan Scally juga 

menekankan pentingnya pelatihan keterampilan hidup sebagai bagian dari proses 

pemberdayaan perempuan yang berkelanjutan.34  

Adapun istilah upaya pemberdayaan perempuan yang penulis maksud ialah 

segala bentuk usaha yang dilakukan secara sadar, terencana, dan berkesinambungan 

untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, serta partisipasi perempuan dalam 

 
31Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

CEDAW 
32UN Women, Progress of the World’s Women 2015–2016: Transforming Economies, 

Realizing Rights. New York: United Nations, 2015. 
33Muslim, Azis, Perempuan dan Pemberdayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007,hlm.80. 
34Hopson, dkk, 12 Langkah Menuju Sukses Melalui Pelayanan yang Bermutu. Jakarta: 

Arcan, (2007),48-49. 
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kehidupan sosial, ekonomi, dan Pendidikan melalui program inklusi sosial di 

perpustakaan. 

2. Program Inklusi Sosial 

Program adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dirancang secara 

terstruktur dan terarah untuk mencapai tujuan tertentu. Program biasanya disusun 

dengan mempertimbangkan kebutuhan, sasaran, serta langkah-langkah yang harus 

dilakukan agar hasil yang diharapkan dapat tercapai. 

Hans Hochhozer menyatakan bahwa suatu program adalah rangkaian 

kegiatan yang terstruktur, sistematis, dan terintegrasi yang dilakukan oleh satu atau 

beberapa lembaga pemerintah, bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat 

sipil, guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara kolektif.35 

Secara konseptual, inklusi sosial merupakan kebalikan dari eksklusi sosial 

sebuah kondisi ketika individu atau kelompok terpinggirkan dan tidak memiliki 

akses untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara penuh, sehingga berisiko 

mengalami keterasingan dan kehilangan jati diri dalam komunitasnya.36 Simarmata 

menegaskan bahwa inklusi sosial adalah bentuk kerja sama antara pemerintah dan 

elemen masyarakat lainnya dalam menciptakan ruang partisipatif yang menjamin 

akses, kesetaraan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan.37 

Sementara itu, perpustakaan berbasis inklusi sosial diposisikan tidak lagi 

sekadar sebagai tempat penyimpanan dan peminjaman buku, melainkan sebagai 

 
35Hans Hochhozer dalam Adi Susanto, “Implementasi Program Bahasa (Arab, Inggris, dan 

Indonesia) di Ma’had Al-Jami’ah UINFAS Bengkulu,” Jurnal Pendidikan Tematik, Vol. 3, No. 1, 

2022, hlm. 301. 

Diakses dari https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/697 
36Prima Putra Budi Gutama dan Bambang Widiyahseno, “Inklusi Sosial dalam 

Pembangunan Desa,” Jurnal Reformasi, Vol. 10, No. 1, 2020, hlm. 74. 

Diakses dari http://eprints.umpo.ac.id/6473/2/Artikel_Prima%20Putra.pdf 
37Simarmata dalam Dekki Umamur Ra’is, “Peta Inklusi Sosial dalam Regulasi Desa,” 

Jurnal Reformasi, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 92. 

https://siducat.org/index.php/jpt/article/view/697
http://eprints.umpo.ac.id/6473/2/Artikel_Prima%20Putra.pdf
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pusat pembelajaran sepanjang hayat yang berfungsi dalam memperkuat literasi 

informasi berbasis TIK, pengembangan potensi masyarakat, pelestarian budaya 

lokal, serta ruang pemberdayaan yang memperjuangkan hak dan keadilan sosial.38 

Dalam ruang inklusif ini, perpustakaan diharapkan mampu merangkul keragaman 

budaya dan mendukung transformasi sosial melalui layanan dan program berbasis 

kebutuhan masyarakat.  

Adapun istilah program inklusi sosial yang penulis maksud dalam penelitian 

ini adalah serangkaian kegiatan terencana yang dijalankan oleh Dinas Perpustakaan 

dan Kearsipan Kabupaten Pidie Jaya, yang bertujuan untuk memberdayakan 

masyarakat khususnya perempuan di kabupaten Pidie Jaya, melalui kegiatan 

pelatihan keterampilan, penguatan literasi informasi dan digital, serta penyediaan 

ruang partisipatif yang inklusif dan ramah gender. 

 

 

 
38Woro Titi, “Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial,” Talenta Conference Series: Local 

Wisdom, Social, and Arts (LWSA), Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 115. 

Diakses dari https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/728 

https://talentaconfseries.usu.ac.id/lwsa/article/view/728

